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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat, terutama perubahan 

terhadap era digital yang semakin canggih, semua hal dapat diakses melalui 

internet dengan mudah. Salah satu perubahan di era digital ini adalah mengenai 

cara berbelanja barang-barang yang dibutuhkan. Pada masa dahulu ketika 

masyarakat ingin membeli barang, mereka akan langsung mendatangi toko atau 

pasar yang menjual barang tersebut. Berbeda dengan masa kini, untuk membeli 

suatu barang masyarakat dapat langsung berbelanja secara onIine memalui e-

commerce yang dapat diakses melalui handphone. 

 Jual beli ialah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang 

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang 

terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.1 

 Akibat munculnya hal tersebut kemudian yang turut didukung dengan 

adanya proses pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain bahkan antar 

negara, hal ini yang kemudian juga memicu munculnya usaha jasa pengiriman 

barang di dalam kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Kemajuan 

teknologi di era globalisasi, masyarakat cenderung lebih menyukai hal-hal yang 

 
 1 Besty Habeahan, Aurelius Rizal Tamba, “Perlindungan Hukum Pembeli Dalam 

Perjanjian  Jual Beli Melalui Sistem Elektronik”.  Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana. 

Universitas HKBP Nommensen, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm 48. 
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serba instan. Terutama mengenai pengiriman barang terkait keterjangkauan 

daerah. Jasa pengiriman bisa menjadi solusi bagi mereka yang menyukai 

kemudahan dan kepraktisan dalam pengiriman barang. Selain itu, layanan jasa 

pengiriman juga dinilai sangat efektif dan efisien. Banyak masyarakat yang 

melakukan pengiriman barang membuat jasa pengiriman menjadi sangat 

penting. 

 Jasa pengiriman barang merupakan salah satu layanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Di era digital masyarakat 

sebagai konsumen selalu mencari kemudahan dan menyukai hal-hal praktis 

untuk mengirim barang. Penduduk banyak yang saling mengirim barang dari 

satu daerah ke daerah lain sehingga pelayanan pengiriman barang menjadi 

sangat penting bagi masyarakat.2 

 Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis jasa pengiriman yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan pengiriman barang. Berikut adalah beberapa 

jenis layanan pengiriman yang sering digunakan: 

1. Jasa Pengiriman Paket: Layanan ini mengirimkan barang-barang kecil atau 

sedang dengan berat maksimal 30 kg, menggunakan moda transportasi 

udara atau darat. 

2. Jasa Pengiriman Kargo: Untuk barang-barang besar atau berat dengan berat 

lebih dari 30 kg, biasanya menggunakan moda transportasi laut atau darat. 

 
 2 Aisyah Ayu Musyafah (Dkk),“Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam 

Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang” . Jurnal Law Reform. Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, Volume 14 Nomor 2, 2018, hlm. 152. 
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3. Jasa Pengiriman Dokumen: Layanan khusus untuk mengirimkan dokumen 

penting atau rahasia dengan menggunakan kurir atau pos 

4. Jasa Pengiriman Express: Layanan ini mengirimkan barang dengan waktu 

yang sangat cepat, biasanya dalam hitungan jam atau hari. 

 Dengan adanya jasa pengiriman barang dalam kehidupan masyarakat, 

tentunya memiliki nilai positif seperti memudahkan segala pekerjaan atau 

kepentingan bagi masyarakat. Jasa pengiriman barang sejatinya menawarkan 

faktor efisiensi baik terhadap waktu maupun biaya kepada para pengguna jasa. 

Namun pada praktik di lapangan tidak selamanya proses pengiriman barang 

oleh jasa ekspedisi tersebut dapat berjalan lancar, terkadang terdapat beberapa 

kejadian-kejadian tertentu yang memicu timbulnya kerugian bagi pihak 

konsumen atau pengguna jasa. Misalnya terjadi keterlambatan dalam 

pengiriman barang yang dimana hal tersebut minumbulkan kerugian bagi 

pelaku usaha dan juga konsumen. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian 

bagi kedua pihak yakni pihak penerima barang maupun pihak pengirim barang.3 

 Sehingga proses pengiriman barang juga memerlukan perjanjian 

pengiriman barang yang dapat mengikat para pihak. Perjanjian Pengiriman 

Barang adalah bentuk perjanjian antara penyedia jasa pengiriman barang dan 

pengguna jasa pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, pengguna jasa 

pengiriman barang setuju dengan klausul yang tertera. Ketika proses 

 
 3 Nadia Andina Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa 

Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang”, Jurnal Universitas Udayana, 

Volume 2 Nomor 2, 2019, hlm. 2. 
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pengiriman barang sudah dijalankan, terkadang terjadi keterlambatan atau 

masalah lain yang memerlukan pertanggungjawaban hukum. 

 Dalam transaksi jual beli online, terdapat beberapa pihak yang terlibat, 

yaitu: 

1. Penjual 

2. Konsumen  

3. Aplikasi e-commerce 

4. Jasa Pengiriman 

 Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab perusahaan 

pengiriman barang dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman 

barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam melaksanakan kewajibannya 

untuk mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang melalui jajarannya 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya.4 

 Dalam hukum positif yang berlaku diindonesia seorang konsumen apabila 

dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang 

menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini bisa berarti penjual yang 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi 

konsumen.5 

 Untuk melindungi kepentingan mereka, konsumen yang menggunakan 

layanan pengiriman harus diberikan perlindungan hukum. Untuk melindungi 

 
 4 Dewa Kadek Kevin Patria, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap 

Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Jne Harapan Raya Pekanbaru)”. Jurnal 

Kertha Semaya, Universitas Udayana Volume 8 Nomor 9, 2020, hlm. 1367 

 5 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.208. 
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kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, pemerintah 

menyadari skenario ini dan mengembangkan kebijakan untuk mengatur hak-

hak konsumen melalui legislasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mengatur kebijakan pemerintah. Meskipun undang-

undang yang melindungi konsumen telah ada sejak lama, tidak semua penjual 

menggunakannya dalam operasi bisnis mereka. 

 Konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum dengan tujuan untuk melindungi 

kepentingan dari para konsumen tersebut. Konsumen perlu mendapatkan 

jaminan jika terjadi kerusakan maupun keterlambatan maka pihak ekspedisi 

bersedia untuk melakukan pengganti kerugian. 

 Barang yang terlambat tiba, rusak, atau hilang merupakan jenis pelayanan 

yang merugikan. Jika pelanggan atau pengguna jasa pengiriman barang 

mengalami kerugian, mereka akan menuntut Perusahaan Jasa Pengiriman 

Barang (Ekspeditur) untuk bertanggung jawab. Namun, terkadang ekspeditur 

tidak mau bertanggung jawab karena alasan tertentu.  

 Sebagai contoh kasus yang melibatkan ShopeeXpress, di mana terjadi 

keterlambatan pengiriman paket karena aksi demo buruh yang dipicu oleh 

penurunan upah kurir. dalam sistem pemberian upah terhadap kurir Shopee 

Express, terdapat sistem jaminan pendapatan. Dengan sistem tersebut, kurir 

memiliki jumlah minimal paket yang harus dibawa per hari, yakni sebanyak 40 

paket, dengan jaminan pendapatan sebesar Rp 115.000. Nilai tersebut berlaku 

untuk kawasan Jakarta. Kemudian, untuk paket ke-41 dan seterusnya akan 
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diberi tarif sebesar Rp 1.800 per paket. Mulanya tarif per paket ditetapkan 

sebesar Rp 5.000, kemudian turun menjadi Rp 3.500 per paket, dan terus turun 

menjadi Rp 2.200 dengan perubahan sistem insentif menjadi jaminan 

pendapatan, hingga saat ini menjadi Rp 1.800 per paket untuk kawasan Jakarta.6 

 Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa sebuah usaha jasa 

pengiriman haruslah mampu memberikan sebuah pelayanan yang prima, 

dimana pelayanan tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan 

dibandingkan dengan usaha jasa lainnya, sehingga mampu bertahan dalam 

iklim persaingan yang ketat. Sebuah perusahnan jasa pengiriman barang jalur 

darat yang mempunyai keunggulan bersaing dapat terlihat pada kondisi 

banyaknya jumlah pelanggan dan yang memiliki loyalitas tinggi. 

 Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kesulitan dan ketidaksesuaian 

dalam menentukan besaran dan bentuk ganti rugi yang layak bagi konsumen. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang hak dan 

kewajiban mereka dalam jual beli online, termasuk dalam hal pengiriman 

barang. 

2. Adanya klausula-klausula yang menguntungkan pihak jasa kirim dan 

merugikan pihak konsumen dalam kontrak baku yang digunakan dalam jual 

beli online, seperti pembatasan tanggung jawab, pengecualian keadaan 

memaksa, atau penyerahan penyelesaian sengketa ke lembaga arbitrase. 

 
 6 https://money.kompas.com/Ramai Berita Keterlambatan Pengiriman Paket karena Buruh 

Demo, Ini Respons Shopee, 4 Desember 2021, diakses dari pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 20.23 
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3. Adanya perbedaan standar dan mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh 

masing-masing jasa kirim, tergantung pada jenis, nilai, dan kondisi barang 

yang dikirim, serta jangka waktu dan tujuan pengiriman. 

4. Adanya kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan kausalitas antara 

keterlambatan pengiriman barang dengan kerugian yang dialami konsumen, 

terutama untuk kerugian immateriil yang bersifat subjektif dan tidak dapat 

dinilai dengan uang. 

5. Adanya hambatan dan biaya yang tinggi dalam mengakses jalur 

penyelesaian sengketa yang formal, seperti pengadilan atau lembaga 

alternatif penyelesaian sengketa, sehingga konsumen cenderung memilih 

untuk menyelesaikan masalah secara informal atau tidak menuntut sama 

sekali. 

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisa dan 

melakukan telaah lebih lanjut perihal perlindungan konsumen yang berkaitan 

dengan jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Oleh sebab itu, peneliti akan 

menuangkannya dalam suatu penulisan hukum atau skripsi dengan mengambil 

judul “ Pertanggungjawaban Hukum Perdata oleh Jasa Kirim Terhadap 

Keterlambatan Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak jasa kirim jika terjadi keterlambatan 

pengiriman barang dalam jual beli online? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap keterlambatan 

pengiriman barang dalam jual beli online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak 

jasa kirim jika terjadi keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli 

online. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum konsumen 

terhadap keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, adapun 

manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan atau pengetahuan lebih 

mengenai pertanggungjawaban pihak jasa kirim terhadap keterlambatan 

pengiriman barang dalam jual beli online.  
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2. Manfaat Praktis 

 Adapun yang menjadi manfaat secara praktis, yaitu dengan adanya 

penulisan penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum oleh Jasa Kirim 

Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online, yaitu: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada 

pihak-pihak baik itu untuk kepentingan negara, bangsa maupun kepentingan 

terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Penelitian ini bagi penulis 

diharapan dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum, 

dan bagi mahasiswa supaya dapat dijadikan bahan referensi mengenai 

Pertanggungjawaban Hukum Oleh Jasa Kirim Terhadap Keterlambatan 

Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman 

mengenai penulisan penelitian ini agar masyarakat mendapatkan 

pengetahuan dan informasi khususnya terkait dengan Pertanggungjawaban 

Hukum Oleh Jasa Kirim Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang 

Dalam Jual Beli Online. 

c. Bagi Perusahaan Jasa Kirim 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi 

perusahaan jasa kirim dalam memenuhi hak konsumen yang mengalami 

keterlambatan pengiriman barang. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang Lingkup pada Penelitian ini memiliki batas pembahasan berdasarkan 

permasalahan dan judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup pada 

penelitian ini hanya berfokus pada Pertanggungjawaban Hukum oleh Jasa 

Kirim Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online 

serta bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap keterlambatan 

pengiriman barang dalam jual beli online. 

 

F. Kerangka Teori 

Adapun teori-teori yang akan digunakan penulis untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Tanggung Jawab 

 Dalam hukum positif yang berlaku diindonesia seorang konsumen apabila 

dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang 

menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini bisa berarti penjual yang 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi 

konsumen.7 Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan adalah wanprestasi 

(default) atau perbuatan melawan hukum (tort). Teori tanggung jawab hukum 

adalah teori untuk menganalisis tanggung jawab dari subjek hukum atas 

tindakannya melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan 

tindak pidana untuk melaksanakan hukuman pidana terhadap kesalahannya 

 
 7 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm.208. 
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ataupun akibat kealpaannya yang menyebabkan kerugian. Beberapa prinsip 

tanggung jawab hukum dalam Undang- Undang perlindungan konsumen antara 

lain:  

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (Negligence) 

Tanggung jawab memiliki sifat subjektif yang berarti tanggung jawab yang 

ditentukan oleh perilaku penjual.  

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (Breach of warranty) 

Dalam suatu gugatan prinsip tanggung jawab ini daoat diterima walaupun 

tidak ada hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa dalam 

praktik perdagangan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media 

massa. Maka, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara 

produsen dan konsumen .  

3. Prinsip tanggung jawab mutlak ( Strict product liability )  

Dalam prinsip ini bahwa terhadap produsen memberikan perlindungan bagi 

konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen 

akibat penggunaan suatu produk.8 Sehingga penulis tertarik menggunakan 

teori ini untuk menjelaskan dan menganalisis terhadap isu hukum yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yang mana teori tanggung 

jawab hukum di cantumkan dalam rumusan masalah skripsi ini. 

 

 

 
 8 Renata Christha Auli, 3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen, 

hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-

perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/, 27 Juli 2022, diakses tanggal 20 Maret 2023 Pukul 

21.01 WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/
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2. Teori Perlindungan Hukum 

 Tiap hubungan hukum pasti menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu 

masing–masing subjek hukum pasti mempunyai hubungan dengan kepentingan 

yang berbeda–beda untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka bidang 

hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut dinamakan 

perlindungan hukum. 9 

 Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan 

hukum sebagai berikut: 

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan tersebut. 

2. Menurut Setiono Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

menjaga masyarakat aman dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak 

berwenang yang tidak mengikuti hukum, untuk menegakkan perdamaian 

dan ketertiban, serta untuk memungkinkan orang menikmati martabat 

mereka yang melekat. 

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai atau standar 

yang tampak dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. 

 
 9 Yudha Sri Wulandari,” Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual 

Beli E-commerce”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2,2018, hlm.206. 
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4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi adalah dua jenis kekuasaan. 

Pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) 

terhadap pemerintah (yang memerintah) dalam kaitannya dengan kekuasaan 

pemerintahan. Masalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan 

kekuatan ekonomi adalah pembelaan terhadap yang lemah secara ekonomi 

terhadap yang kuat secara ekonomi, seperti perlindungan untuk pekerja 

terhadap pengusaha.10 

 Menurut teori ini, perusahaan jasa ekspedisi bertanggung jawab atas 

keterlambatan pengiriman barang karena telah melanggar hak konsumen yang 

dijamin oleh undang-undang. Hak konsumen antara lain adalah hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan kepastian dalam memperoleh barang dan/atau 

jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak atas pilihan, hak atas 

ganti rugi, dan hak atas perlindungan hukum. Jika terjadi pelanggaran, maka 

konsumen dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana sesuai dengan 

ketentuan undang-undang yang berlaku.  

3. Teori Perjanjian (kontrak) 

 Perjanjian menurut Purwahid Patrik merupakan sebuah perbuatan hukum, 

perbuatan hukum yaitu sebuah perbuatan yang dimana dengan perbuatan itu 

dapat terjadinya atau musnahnya hukum atau hubungan hukum karena akibat 

yang ingin dicapai oleh Tindakan orang atau orang itu.11 Suatu perjanjian harus 

 
 10 Wijayanti,A, “Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi”, Sinar Grafika, Vol.1, 2009, 

hlm.3. 
11 Purwahid Patrik, Dasar – Dasar Hukum Perikatan. Bandung : CV. Mandar Maju,2018, 

hlm.47.  
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memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 

KUHPerdata yang meliputi:  

1. Syarat subjektif : 

a. Kesepakatan  

 Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan keinginan antara 

satu orang atau lebih dengan pihak yang lain. Meliputi unsur – unsur 

perjanjian, syarat – syarat tertentu dalam perjanjian, dan bentuk atau wujud 

tertentu dalam perjanjian yang para pihaknya setuju atau sepakat dengan 

ketentuan dalam isi perjanjian tersebut.12 Berdasarkan dalam Pasal 1321 

KUHPerdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan 

karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.  

b. Kecakapan  

 Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum termasuk perjanjian 

pada umumnya diukur dari standar usia kedewasaan (meerderjarig) untuk 

manusia kodrati (persoon) dan kewenangan (bevoegheid) untuk badan 

hukum (rechts persoon).13 Mengenai standar usia dewasa masih mengalami 

perdebatan sehingga berdasarkan pasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap 

orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh 

undang-undang dinyatakan tidak cakap.  

 Ketentuan kualifikasi orang yang tidak cakap membuat perjanjian 

yaitu dalam pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :  

 
 12 Salim HS, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding. Jakarta : Sinar 

Grafika, 2006, hlm.9.   
 13 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama,2008, hlm. 162. 
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1. Orang yang belum dewasa.  

2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan (under curatele)  

3. Orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.  

 Terkait dengan pasal 1330 KUHPerdata tersebut diatas, dalam pasal 

330 KUHPerdata yang menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu ) tahun dan tidak telah kawin 

sebelumnya. Jika perkawinan tersebut berakhir sebelum usia 21 tahun maka 

mereka tidak Kembali berstatus belum dewasa. Selanjutnya, mereka yang 

belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah 

perwalian. 

 Berdasarkan dalam Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) 

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 

Kemudian, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar pengadilan.14 Sehingga pada umumnya yang 

menjadi kriteria usia kedewasaan yaitu usia 18 (delapan belas) tahun.  

 

 

 

 
14 Muhammad Syaifuddin. Hukum Kontrak. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, 

hlm.124.  
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2. Syarat Objektif yaitu :  

a. Suatu Hal Tertentu  

 Terdapat sebuah objek tertentu, sebagai pokok dalam perjanjian 

yang berupa benda atau suatu prestasi tertentu dapat juda berupa benda 

berwujud maupun tidak berwujud.15 Perjanjian mewajibkan para pihak yang 

membuatnya untuk melaksanakan prestasi dalam pasal 1234 KUHPerdata 

berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. 

Asser Rutten menegaskan bahwa untuk membuat perjanjian menjadi sah, 

maka perjanjian haruslah :  

1. Dapat ditentukan  

2. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)  

3. Mungkin dilakukan, dan  

4. Dapat dinilai dengan uang.16 

b. Kausa yang Halal  

 Kausa yang halal mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh para 

pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 

1335 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau 

dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan 

dan Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika 

dilarang oleh undang-undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan 

yang baik atau ketertiban umum.”17 Jadi, jika suatu perjanjian mengandung 

 
15 Salim HS, Op. Cit.,hlm.45 
16 Agus Yudha Hernoko, Op. Cit., hlm.171.  
17 Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, hlm.134.  
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kausa yang palsu maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat.  

a. Akibat hukum jika salah satu syarat tidak terpenuhi sebagai berikut : 

Apabila tidak dipenuhinya syarat subjektif maka akibat hukum dari 

perjanjian tersebut perjanjian itu dapat dibatalkan atau dapat dimintakan 

pembatalan.  

b. Apabila tidak dipenuhinya syarat objektif maka akibat hukum dari 

perjanjian tersebut perjanjian itu batal demi hukum Sehingga dalam 

teori ini penulis tertarik menggunakannya untuk menganalisis dan 

mengetahui terhadap pertanggungjawaban hukum oleh jasa kirim 

terhadap keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online.  

G. Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini, adalah : 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis 

normatif, yakni dengan melakukan pendekatan berbasis bahan hukum pokok 

mengkaji teori, konsep, prinsip peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan kepustakaan, yaitu 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan tambahan ilmu mengenai permasalahan yang terjadi 

terhadap keterlambatan pengiriman dalam jual beli online dalam masyarakat. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan 

Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach) sebagai berikut:  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara memahami semua Undang-Undang dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.18 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)  

 Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum 

sehingga dapat diketahui maksud yang terdapat dalam istilah-istilah hukum. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh suatu maksud baru yang terdapat dalam istilah-

istilah hukum yang diteliti, atau menguji istilah-istilah tersebut melalui teori dan 

praktek.19 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau 

memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, 

 
 18 Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: Kharisma Putra 

Utama,2015, hlm.133. 

 19 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, Pekanbaru: UIN 

Suska Riau, 2015, hlm.41. 
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catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan 

serta putusan hakim.20 

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang merupakan lanjutan dari 

bahan hukum primer, yang mencakup tentang rancangan undang-undang, 

jurnal, buku-buku, karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku, karya ilmiah serta 

hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendeskripsikan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan alat bantu seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, dan ensiklopedia. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer 

sampai bahan hukum tersier. Digunakan metode kualitatif dengan cara 

 
 20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2013, hlm.181. 
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deskriptif buku-buku, dan literatur dalam media elektronik yang tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan skripsi ini.21 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah 

teknik inventarisir dimana penulis melihat berbagai macam peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum oleh jasa 

kirim terhadap keterlambatan pengiriman barang jual beli online. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari pengambilan kesimpulan 

dimulai dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju 

permasalahan yang bersifat khusus.22

 
 21 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm.119. 

 22 Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm.10. 
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